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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.MS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  umur  31  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  D3,  pekerjaan

xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG

TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur  30  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

xxxxxxxxxx,  tempat  kediaman  di  KABUPATEN  TANJUNG

JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa

alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2021

telah  mengajukan  gugatan  Cerai  Gugat yang  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari  itu juga dengan register perkara

Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.MS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  melangsungkan  pernikahan  pada

tanggal 22 Desember 2014 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Jambi, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

xxxxx,  xxxxxxxx  xxxxx,  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

148/14/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014;  

-  Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan pada usia 24 tahun

dan Tergugat berstatus jejaka pada usia 25 tahun;  

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.MS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal

dirumah  kediaman  orang  tua  Penggugat  di  KABUPATEN  TANJUNG

JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, selama kurang lebih 5 tahun;  

-  Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan

sudah dikaruniai seorang anak : 

   Hafizah Tendri Azzahra (Perempuan) Muara Sabak, 22 September 2015;  

-  Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  awalnya

berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah

tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  karena  disebabkan  karena  Tergugat  kurang  mencukupi

nafkah ekonomi rumah tangga, kemudian Tergugat juga bicara kasar dan

juga pemarah, kemudian Tergugat juga sering mengkonsumsi obat-obatan

terlarang,  kemudian  Tergugat  juga  sering  berselingkuh  dengan  banyak

perempuan lain;  

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat

terjadi  pada tanggal  25 April  2020 dimana Tergugat sudah tidak bekerja

selama 1 (satu) tahun sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi

rumah tangga,  kemudian Tergugat  juga marah karena Penggugat  sering

mengurus  orang  tua  Penggugat  yang  sedang  sakit  keras,  kemudian

Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat, dan

sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai

saat ini;  

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat

bertempat  kediaman  di  KABUPATEN  TANJUNG  JABUNG  TIMUR,

PROVINSI  JAMBI  dan  Tergugat  bertempat  kediaman  di  KABUPATEN

TANJUNG  JABUNG  TIMUR,  PROVINSI  JAMBI,  dan  telah  berlangsung

selama  kurang  lebih  2  tahun,  selama  itu  pula  antara  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  tidak  lagi  menjalankan  hak  dan  kewajibannya  sebagai

suami istri;  

- Bahwa  oleh  karena  anak  hasil  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat

tersebut  di  atas  masih  dibawah  umur,  kemudian  Tergugat  juga  tidak
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bertanggung  jawab  terhadap  kebutuhan  anak,  Penggugat  mohon  di

tetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan/hak asuh) atas

anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;  

- Bahwa  atas  sikap  Tergugat  tersebut  Penggugat  merasa  sudah  tidak

sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan

perceraian adalah jalan terbaik;  

 - Bahwa Penggugat  sanggup membayar  seluruh biaya yang timbul  akibat

perkara ini;  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  terhadap

Penggugat;  

3. Menetapkan  anak  yang  bernama  Hafizah  Tendri  Azzahra

(Perempuan) yang lahir di Muara Sabak, 22 September 2015, berada di

bawah pemeliharaan Penggugat;  

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;  

 Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya; 

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Penggugat dan

Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  Penggugat dan

Tergugat di persidangan namun tidak berhasil; 

Bahwa  Ketua  Majelis  telah  memerintahkan  Penggugat dan  Tergugat

untuk  menempuh  upaya  mediasi,  namun  sesuai  laporan  Mediator  bernama

Nihayatul  Istiqomah,  S.H.I.,M.H  tanggal  28  Oktober  2021,  ternyata  mediasi

tidak berhasil;
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Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas  gugatan Penggugat  tersebut,  Tergugat  tidak  mengajukan

jawaban  karena  pada  tahap  sidang  tersebut  dan  sidang-sidang  berikutnya

Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah

diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya

itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  Nik  1507015507880033  atas

nama Penggugat tertanggal 8 Desember 2021,  Bukti surat tersebut telah

bermeterai cukup, diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai  dan telah dinazegelen,  kemudian diberi  kode bukti

(P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Kuala  Jambi,  Nomor  148/14/XII/2014  Tanggal  22  Desember

2014. Bukti  surat tersebut telah bermeterai cukup, diperiksa oleh Majelis

Hakim,  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah

dinazegelen,  kemudian  diberi  kode  bukti  (P.2).  Diberi  tanggal  dan  paraf

Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LU-12142015-0003

atas  nama Hafizah Tendri  Azzahra  tertanggal  12  November  2015,  Bukti

surat  tersebut  telah  bermeterai  cukup,  diperiksa  oleh  Majelis  Hakim,

dicocokkan dengan aslinya  yang ternyata  sesuai  dan telah  dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis  

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan

saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI  1,  umur  48  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG

JABUNG  TIMUR,  PROVINSI  JAMBI,  di  bawah  sumpah,  memberikan

keterangan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.MS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat dan  memiliki  hubungan

dengan Penggugat  sebagai tetangga; 

- Bahwa,  saksi  mengetahui  Penggugat dan  Tergugat  menikah  pada

tanggal 22 Desember 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala

Jambi, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx; 

- Bahwa dalam perkawinan  Penggugat  dan Tergugat  telah  dikaruniai  1

(satu) orang anak yang bernama Hafizah Tendri Azzahra, yang saat ini

anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa setahu  Penggugat  adalah  ibu  yang  baik  dalam mendidik  dan

membesarkan anak dengan penuh rasa kasih dan sayang;

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  Penggugat  melakukan  tindakan

kekerasan kepada anaknya;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat

tinggal bersama di orang tua Penggugat sampai dengan berpisah ;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga  Penggugat dan

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis,  akan tetapi  kurang lebih

sejak 2015 sudah tidak rukun lagi  karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran; 

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan

rumah  tangga  Penggugat dan  Tergugat disebabkan  karena  Tergugat

sering  mengkonsumsi  obat-obatan  terlarang,  Tergugat  kurang

bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak serta Tergugat

sering marah-marah tidak jelas kepada Pengugat, hal ini saksi ketahui

karena saksi pernah melihat pada saat mereka bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui antara  Penggugat dan  Tergugat sudah pisah

rumah sejak 2 tahun yang lalu dan sampai dengan sekarang dan sudah

tidak bersatu lagi; 

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; 
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2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx,

bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI

JAMBI, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa,  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat dan  memiliki  hubungan

dengan Penggugat  sebagai adik kandung; 

- Bahwa,  saksi  mengetahui  Penggugat dan  Tergugat  menikah  pada

tanggal 22 Desember 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala

Jambi, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx; 

- Bahwa dalam perkawinan  Penggugat  dan Tergugat  telah  dikaruniai  1

(satu) orang anak yang bernama Hafizah Tendri Azzahra, yang saat ini

anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa setahu  Penggugat  adalah  ibu  yang  baik  dalam mendidik  dan

membesarkan anak dengan penuh rasa kasih dan sayang;

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  Penggugat  melakukan  tindakan

kekerasan kepada anaknya;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat

tinggal bersama di orang tua Penggugat sampai dengan berpisah ;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  keadaan  rumah  tangga  Penggugat dan

Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis,  akan tetapi  kurang lebih

sejak 2015 sudah tidak rukun lagi  karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran; 

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan

rumah  tangga  Penggugat dan  Tergugat disebabkan  karena  Tergugat

sering  mengkonsumsi  obat-obatan  terlarang,  Tergugat  kurang

bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan anak serta Tergugat

sering marah-marah tidak jelas kepada Pengugat, hal ini saksi ketahui

karena saksi pernah melihat pada saat mereka bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui antara  Penggugat dan  Tergugat sudah pisah

rumah sejak 2 tahun yang lalu dan sampai dengan sekarang dan sudah

tidak bersatu lagi; 

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan

Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyampaikan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,  maka ditunjuk segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa oleh  karena gugatan Penggugat  memuat  tentang

adanya kumulasi gugatan yakni kumulasi objektif antara gugatan cerai dengan

gugatan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan

ersebut secara satu persatu yakni gugatan cerai sebagai pokok perkara dan

gugatan hadhanah sebagai perkara assecoir:

1. Gugatan Cerai

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana

terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  antara  Penggugat dan  Tergugat telah  dilakukan

upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

(4)  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo Pasal  154 RBg

jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini  perkara perceraian,  maka

pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

ketentuan Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  7  tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang,  bahwa  pada  sidang  pemeriksaan  gugatan  hingga  akhir

pemeriksaan  perkara  Tergugat  tidak  pernah  hadir  lagi  meskipun  telah

diperintahkan  dan  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  sebanyak  2  (dua)  kali
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berturut-turut, padahal sebelumnya Tergugat pernah hadir di sidang, karena itu

gugatan ini harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai

Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertangkaran disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obata terlarang,

Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  terhadap  nafkah  serta  Tergugat  sering

marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat  akibatnya sejak 2 (dua) tahun

lalu  antara  Pengugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  hingga

sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan

kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup,

telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan  sesuai  dengan  aslinya,  maka  bukti  surat

tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut  mengenai  tempat

kediaman  Penggugat,  relevan  dengan  dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh

Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai

akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti

bahwa  Penggugat  bertempat  tinggal  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama

Muara Sabak, dengan demikian Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama

Muara  Sabak  berwenang  untuk  memeriksan  dan  mengadili  gugatan  Cerai

Gugat yang diajukan  Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang,  bahwa  bukti  P.2  merupakan  akta  autentik,  bermeterai

cukup,  telah  dicap pos (nazegelen)  dan sesuai  dengan aslinya,  maka bukti

surat  tersebut  telah memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut  menerangkan

bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Desember

2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh  Penggugat, sehingga

telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 304/Pdt.G/2021/PA.MS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P.2 terbukti  bahwa  Penggugat

dengan  Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal  22 Desember

2014  di  Kantor  Urusan Agama Kecamatan Kuala  Jambi,  xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.3  merupakan  akta  autentik,  bermeterai

cukup,  telah  dicap pos (nazegelen)  dan sesuai  dengan aslinya,  maka bukti

surat  tersebut  telah memenuhi  syarat  formil,  isi  bukti  tersebut  menerangkan

bahwa anak yang bernama Hafizah Tendri Azzahra yang lahir pada tanggal 22

September 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat,

sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P.2 terbukti  bahwa  Penggugat

dengan  Tergugat adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Hafizah

Tendri Azzahra, yang lahir pada tanggal 22 September 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena  Penggugat dan  Tergugat masih terikat

sebagai  suami  istri  yang  sah,  maka  Penggugat sebagai  persona  standi  in

judicio memiliki  legal standing  sehingga  Penggugat dapat dinyatakan sebagai

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  saksi   Penggugat,  adalah  keluarga  atau

orang dekat  Penggugat dan atau  Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  Pasal  134 Kompilasi  Hukum

Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  (dua)  saksi  Penggugat mengenai

hubungan  Penggugat dan  Tergugat serta  mengenai  keadaan  rumah tangga

Penggugat dan  Tergugat,  adalah  fakta  yang  pernah  dilihat  dan  didengar

langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh

karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana telah  diatur  dalam Pasal  130 RBg sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang,  bahwa keterangan 2 (dua)  saksi  Penggugat bersesuaian

dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang

saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg; 

Menimbang,  bahwa berdasarkan  bukti-bukti  yang  diajukan Penggugat

yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  disebabkan  karena

Tergugat  sering  mengkonsumsi  obat-obatan  terlarang,  Tergugat  kurang

bertanggung jawab terhadap nafkah dan Tergugat sering marah-marah tanpa

alas an yang jelas kepada Penggugat;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat

dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun lalu hingga sekarang

dan  selama  itu  pula  keduanya  tidak  pernah  berkumpul  lagi  dan  tidak

melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya

suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga

Penggugat dan  Tergugat sudah  berusaha  menasehati  Penggugat dan

Tergugat dan  sudah  ada  upaya  musyawarah  dua  keluarga  untuk

merukunkan  Penggugat dan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak  berhasil,  karena

Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

4. Bahwa  dalam  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernaa Hafizah Tendri Azzahra, lahir 22

September 2015 dan saat ini anak tersebut berada dalam asuha Penggugat;

5. Bahwa kondisi  anak  selama berada  dalam asuhan  Penggugat  dalam

keadaan sehat;

6. Bahwa  Penggugat  adalah  ibu  yang  baik  dalam  mendidik  dan

membesarkan anak dengan penuh rasa kasih dan saying serta tidak pernah

melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta-fakta  kejadian  tersebut  di  atas

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara  Penggugat dan  Tergugat terus
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menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan

hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  di  atas,  maka  Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga  Penggugat dan  Tergugat benar-

benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan

dan  pertengkaran  terus  menerus  yang  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga

yang  demikian  tidak  sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  perkawinan

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam  yang  terkandung  dalam Kitab  Fikih  Sunah  Juz  II  halaman  290  yang

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku

selalu  mendapat  perlakuan  yang  menyakitkan  dari  suaminya

sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan

suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang,  bahwa fakta  hukum tersebut  telah  juga memenuhi  salah

satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  dan  Penggugat  belum  pernah  dijatuhi  talak,  maka  petitum  gugatan

Penggugat  agar  Pengadilan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

patut dikabulkan; 

Menimbang  bahwa  talak  satu  ba’in  sughra  merupakan  talak  yang

dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
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dari talak satu ba’in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup

bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

2. Gugatan Hak Asuh anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menggugat agar anak

Penggugat  dan  Tergugat  yang  bernama  Hafizah  Tendri  Azzahra,  lahir  22

September 2015, diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 23

Tahun  2002  Tentang  Pelindungan  Anak,  adalah  segala  kegiatan  untuk

menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  anak  agar  dapat  hidup,

tumbuh, kembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindunganan  dan  kekerasan  dan

diskriminasi,  sehingga  hak  dan  kewajiban  anak,  dalam  Undang-Undang  ini

melindung anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan

meskipun  diantara  ibu  atau  ayahnya  terjadi  perceraian,  namun  dalam

memutuskan  kemana  hal  tersebut  akan  diasuh  harus  didasarkan  pada

kemaslahan anak tersebut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  1

Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua

orangtuanya  (Penggugat  dan  Tergugat)  tetap  mempunyai  kewajiban  untuk

memelihara dan mendidik anak semata-mata demi kepentingan anak, bukan

demi  kepentingan  orang  tua  atau  salah  satu  orangtuanya  (Penggugat  dan

Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat

yang benrama Hafizah Tendri Azzahra lahir 22 September 2015 (umur 7 tahun),

secara normative penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur

dalam Pasal  105  dan  156  huruf  (a)  Kompilasi  Hukum Islam,  selengkapnya

berbunyi sebagai berikut: “dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak

yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh

karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara

anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadir Rosulullah SAW yang

artinya: “Barang siapa memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada
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hari kiamat” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat fuqoha” dalam kitan

Bajuri Juz II Halaman 195 artinya: “apabila seseorang laki-laki bercerai dengan

isterinya,  dan dia mempunyai  anak dari  perkawinannya dengan isterinya itu,

isterinya berhak untuk memeliharanya”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  diatas,

maka  Majelis  Hakim berpendapat  oleh  karena  anak  yang  bernama Hafizah

Tendri Azzahra, lahir 22 September 2015 (umur 7 tahun), belum muayyiz maka

patut ditetapkan untuk pengasuhan anak tersebut berada dibawah hadhanah

Penggugat (ibunya) lagi pula ibunya adalah ibu yang baik dan mampu untuk

mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut,

secara  yuridis  ditetapkan  berada  dibawah  pemeliharaan/pengasuhan

(hadhanah)  Penggugat  selaku  ibunya,  maka  atas  dasar  kepentingan  dan

melindungi hak-hak anak tersebut tetap mendapat curahan kasih sayang dari

ayahnya, maka Majelis Hakim memandang perlu menyatakan kepada Tergugat

diberikan hak untuk menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut tanpa batas

dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Penggugat maupun keluarganya;

Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo  masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) untuk

menjatuhkan talak satu raj’I terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
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3. Menetapkan  anak  yang  bernama  Hafizah  Tendri  Azzahra  binti

Andi Tandri Bella, lahir 22 September 2015, berada dibawah hadhanah

Penggugat (Ibunya);

4. Menyatakan kepada Tergugat diberikan hak untuk menjenguk dan

bertemu dengan anak tersebut  tanpa batas  dan tidak  boleh  dihalang-

halangi oleh Penggugat maupun keluarganya;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Nopember 2021 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dwi Husna Sari, S.H.I

sebagai Ketua Majelis,  Kuala Akbar Andalas, S.H.I dan  Rizki Gusfaroza, SH.

masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam

sidang terbuka untuk  umum pada hari  itu  juga,  oleh  Ketua Majelis  tersebut

dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  yang  sama  dan  dibantu  oleh  Tri

Wahyuni,  S.Kom.,  M.H. sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Kuala Akbar Andalas, S.H.I

Ketua Majelis

Dwi Husna Sari, S.H.I

Hakim Anggota

Rizki Gusfaroza, SH.
Panitera Pengganti
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Tri Wahyuni, S.Kom., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp.  30.000,00

2. Proses : Rp.  75.000,00

3. Panggilan : Rp.  340.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00

5. Redaksi : Rp.   10.000,00

6. Meterai : Rp.             10.000  ,00  

Jumlah Rp. 485.000,00 

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
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